PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOISR
NOMOR 9 TAHUN 2005
TENTANG |
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR, oo

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian afas
k:ﬁiatan pemanfaatan ruang tempat-tempat usaha yang dapat menimbulkan
bahaya, kerugian dan gangguan, demi menjaga kepentingan umom dan
menjaga kelestarian lingkungan, maka diraza perln melaknkan pengaturan
dengan cara pemberian 1zin gangguan;

b. bahwa penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba
Samosir Nomor 36 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu
dievaluasi karena ferfalu tingginya tarif retribusi dan telah bergantinya
berbagai peraturan perundang-undangan sebagai dasar pembuatan Peraturan
Daerah dimaksnd;

¢. bahwa untuk mewnjudkan hal tersebut diatas pada huruf “b” perln
ditetapkan Peraturan Daerah sebagai pengganti Peraturan Daerah, '

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran
Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

3. Undang-undang Nomor 18 Tazhun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685) sebagaimana telah dinbah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Refribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3699);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3704)

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389 ),

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437 ).sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nom or 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor-4493); .

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL), (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838): ' '
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‘9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Nomor4137);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
dan
BUPATI TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG

'RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal -1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

I N

<

14.

Daerah adalah Daerah habupaten Toba Samosir.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.

Kepala Daerah adalah Bupati Toba Samosir

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut. DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daetrah Kabupaten Toba Samosir.

I1zin Gangguan adalab izin tempat nsaha tertentn yang diberikan kepada orang pribadi atan
Badan Usaha dilokasi tertentu yang diperkirakan dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan
gangguan, dengan maksnd melaksanakan suatu kegiatan tertentu.

Wayjib retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut peratnran perundang-
undangan refribusi daerah, diwajibkan untuk malakukan pembayaran retribusi daerah.
Badan adalah spatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Komanditer, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan
bentuk apapun, perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, Lembaga_
Bentuk Usaha tetap serta Badan Usaha lainnya.

Retribusi adalah sejumlsh wang yang harus dibayar kepada Pemerintah Kabupaten oleh
setiap orang atau badan afas jasa pemberian Izin Gangguan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan besarmya pokok refribusi.

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Secara Jabatan yang selanjutnya disingkat SKRD Secara

Jabatan adalah penetapan Refribusi Daerah berdasarkan kuasa dan wewenang yang
melekat pada jabatan apabila pejabat yang bersangkutan mengangap SPTRD tidak wajar
dan/atan tidak benar sesuai dengan kenyataan yang ada.

. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat uatuk

melakukan tagihan retribnsi dan/atan sanksi administrasi bervpa bunga.

. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah

surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran
retribusi terhutang menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat dengan

SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit refribusi lebth besar daripada refribusy yang terutang atau
tidak seharpsnya terntang.

Suraf perintah membayar kelebihan retribusi yang disingkat SPMKR adalah svrat perintah
yang dikeluarkan oleh Bupati kepada kas Daerah untuk mengembalikan kelebihan refribusi
kepada wajib retribusi atas permohonan yang bersangkutan.
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13. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta
menemupkan tersangka.

BABII
NAMA, SUBJEK, OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 2 |

Dengan nama Refribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pembenan Izin
Gangguan.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang atau badan usaha yang mendapd: dan/atan memperoleh Izin
Gangguan.

Pasal 4

Objek Retribusi adalah pelayanan Izin Gangguan oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang
pribadi atau badan nsaha.

Pasal 5

Retribusi Izm Gangguan termasuk golongan refribusi perizinan tertentn yang merupakan
kegiatan pemerintah kabupaten untuk melakukan pembinaan dan- pengawasan atas tempat
usaha yang didirikan oleh orang pribadi atau badan usaha.

BAB III
PERIZINAN .
Pasal 6

(1) Setiap orang atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat psahanya dilokasi
tertentu yang diperkirakan dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan. gangguan, tidak
termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh: pemerintzh pusat maupun
pemerintah daerah, diwajibkan memiliki izin Gangguan.

* (2) Bagi Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan, mempetluas atau mendaftarkan

ulang izinnya, apabila usahanya betpotensi menghasitkan limbah pencemaran diwajibkan

melengkapi dengan Anatisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Paszal 7

(1) Permohonan izin oleh orang pribadi atan badan nsaha, d.la_;ukan kepada Bupati atau pejabat
yang ditunjuk.

(2) Khusus -bagi perusahaan yang lokasinya telah dxtun_luk oleh Pemerintah Pusat atan
Pemerintah Daerah, wajib memperoleh surat keterangan berlokas: di Kawasan Industri
dari Bupati. :

-

Pasal 8

Syarat-syarat dan tafa cara pengajuan permohonan Izin Gangguan, d’taturlebxh lanjut dengan
Peraturan Bupati.
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15. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukt: 1tu membuat jelas tindak pidana di bidang refribusi yang terjadi serta
menemukan tersangka.

BABIL

NAMA, SUBJEK, OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin
Gangguan.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang atau badan usaha yang mendapat dan/atau memperoleh Izin
Gangguan.

Pasal 4

Objek Retribusi adalah pelayanan Izin Gangguan oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang
pribadi atau badan usaha.

Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan temmasuk golongan refribusi perizinan tertentu yang merupakan
kegiatan pemerintah kabupaten vntuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas tempat
usaha yang didirikan oleh orang pribadi atau badan usaha.

BAB III
PERIZINAN |
Pazal 6

(1) Setiap orang atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat sahanya dilokasi
tertenty yang diperkirakan dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak
termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah, diwajibkan memiliki izin Gangguan.

(2) Bagi Setiap orang atau badan nsaha yang akan mendirikan, memperfuas atan mendaftarkan
ulang izinnya, apabila usahanya berpotensi menghasilkan limbah pencemaran diwajibkan
melengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Pasal 7

(1) Permchonan izin oleh orang pribadi atau badan saha, diajukan kepada Bupati atan pejabat
yang ditunjuk. )

{2) Khusus bagi perusshaan yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah, wajib memperoleh surat keterangan berlokasi di Kawasan Industri
dari Bupati. '

Pasal 8

Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan Izin Gangguan, diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupafi.
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BAB IV
PRINSIP DAN CARA PENETAPAN SERTA BESARNYA RETRIBUSI
Pagal 9
(1) Prinsip penerapan refribusi dimaksudkan untuk menutup biaya pengecekan, pengukuran,
pemeriksaan dan pengendalian setta biaya pembinaan maupun biaya trangportasi petugas.
(2} Cara Penetapan retribusi adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
I=TLxILxIGxLRTU

dengan ketentuan:

1 = Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah Retribusi Pemberian Izin Gangguan
yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.
TL = Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan permeter dari luas ruang ussha yang
meliputi bangunan tertutup maspun terbuka sesual dengan kondisi Lingkungan.
Dengan Perincian sebagai berikut :
Ik = Indeks lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi
jalan dengan parameter
- Jalan Utama dengan nilai 23
- Jalan Sekunder dengan nilat :2
- Jalan Lingkungan dengan nilai :1
IG = Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan
yang ditimbulkan oleh kegiatan nsaha dengan parameter :
- Gangguan Besar dengan Nilai -
- Gangguan Menengah dengan Nilai : 2
- Gangguan Kecil dengan Nilai 1

IRTU= Lopas Ruang Tempat Usaha.
(3) Besarnya retribusi yang harus dibayar per meter bujur sangkar bangunan adalah:

a. Lingkongan Industri :

R B Tt A
1 |Luas 25m* Rp. 250,-/ m*
Z ([Luvas 26m” ¢/d 100m” Ryp. 375,-/m”
3 (Lvas 10lm*&d3500m* Rp. 500,-/m*
4 |Luoas301m*sd1000m* Rp. 625,/ m”
5 | Luas 1001m" ke atas Rp. 750,-/ m*

b. Lingkungan Pertokoan dan Pasar :

R O U R A Ab e A s
1 |Loas 25m® Rp. 175,-/m”
2 |Luas 26 m"vd 100m” Rp. 275,-/m*
3 (Luas 10l m* «/d 500 m” ] Rp. 400,/ m”
4 {Luas 501 m” &/d 1000 m* _ . - Rp. 500,-~m*
5 | Luas 1001 m* ke atas - ' Rp. 600,/ m*
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c. Lingkungan Pemukiman Sosial :

N iﬁziziziziziziilﬁéﬂﬁ%!.%é R e B TRy
1 LLuas 23m* Rp. 150,-/ m*
7 (Luas 26m &d 100 m” Rp. 250,-/m”
3 [Luas I0Im”&d300m* Rp. 350,-/m’
4 | Luas 501 m* &/d 1000 m* ' Rp. 450,-/m*
5 | Luas 1001 m* ke atas Rp. 550,/ m*

d. Lingkungan Pergudangan :

B S B A S
1 | Luaz 25m* Rp. 225,-/m”
2 |Lobas 26m” &d 100 m” Rp. 350,/ m*
3 |Luas 10Im ¥d3500m” Rp. 425,/ m”
4 | Luas 50Im” 'd 1000 m* Rp. 550,-/m”
5 | Luas 1001 m" ke atas Rp. 650,-/m*
BABV

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN
Pasal 10

(1) Jangka waktu berlakunya i 1zm adalah selama usaha ity masih beropem:/melaksanakan
kegiatan..

(2) Dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan, terhadap izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

(3) Besarnya retribusi yang dibayar pada saat pendaftaran nlang sebagaimana dxmaksud pada
ayat (2} ditetapkan 50 % (lima puluh persen) dari jumlah retribust awal.

(4) Syarat-syarst dan tata cara pengajuan permohonan pendaftaran ulang :.ebagmmana
dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11
Retribusi dipungot dengan menggunakan SKRD atau dokmmnen lain yang dipersamakan.
Pasal 12
(1) Berdasarkan pengisian SPTRD diterbitkan SKRD. '
(2) Dalam hal SKRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka
diterbitkan SKRD Secara Jabatan.
{3) Bentuk dan isi SKRD sebagiamana dimaksud dalam ayat (2) datetapkan dengan Peraturan
Bupati.
Pasal 13 o
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atan data Yang semula belum

ternngkap yang menyebabkan penambahan jumiah refribusi yang terutang-maka dikeluarkan
SKRD Tambahan.
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BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atan ditempat lain yang ditunjuk
sesuai waktn yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Secara Jabatan dan
SKRD Tambahan.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil pembayaran
refribugi daerah harus digetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam
- waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara funai/lunas.

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib Retribusi untuk
mengangsur refribusi yang terhutang dalam kurun waktn tertentu dengan alasan yang dapat "
dipertanggungjawabkan.

(3) Tata cara pembayaran retribusi sebagiamana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Bupati. :

. Pasal 16 |
(1) Pembayaran retribugi sebagaiman dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), diberikan tanda bukti
pembayaran. .
(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
Pagal 17

Bentuk- bentuk formulir yang dipergunakan nntuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah.
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. '

BAB VIIL
MASA RETRIEUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 18

Masa retribusi adalah dalam jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar
untuk menetapkan begarnya refribusi yang terutang,

Pgs;al- 19
Retribusi terutang, pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen'lain yang dipersamakan.
BABIX
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 20
(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan afas SKRD dan STRD,
(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara

tertulis kepada Bupati atan pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu paling lama 6
(enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
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(3) Pengajuan keberatan fidak menunda pembayaran.

(4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus dijawab oleh
Bupati atas pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama § (enam) bulan sejak
tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BABX

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

(1) Wajib retribusi harus mengajpkan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk
perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran refribusi.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi
dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan vang retribusi yang telah dibayarkan.

(3) Ataz pemmohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan
pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran refribust selanjutnya

Pasal 22

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua)
bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran refribusi.

(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan
kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(3) Pengembalian kelebthan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLE.

Pagal 23

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3), dilakvkan dengan
menerbitkan SPMKR.

(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan bukti pemindah bukuan
yang berfaky juga sebagai pembayaran.

BAE XI

TATA CARA PEMEETUL AN, KERINGANAN, PENGHAPUSAN, PENGURANGAN
DAN PEMBATALAN SANKSI ADMINISTRASI

Paszal 24

(1) Bupati dapat memberikan pengnranéan keringanan dan pembebasan refribosi.

(2) Berdasarkan permohonan wajib retribusi, Bupati dapat memberikan pengurangan,
keringanan dan pembebasan retribusi.

(3) Syarat-syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

-
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Pasal 25

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan SKRD dan STRD yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atay kekelituan dalam
penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

(2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atas penghapusan sanksi
administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut
dikenakan bukan kekhtlatan wattb retribust atan bukan karena kesalahannya.

(3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atan pembatalan ketetapan
retribusi yang tidak benar.

(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengurangan ketetapan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagiamana dimaksud dalam ayat (2)
dan pembatalan sebagaimana dalam ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib
retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan
untuk mendukung permohonan,

(5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati
atau pejabat yang dituhjuk paling lama 3 (tiga ) bulan sejak permohonan diterima.

(6) Apabila sudah fewat 3 (tiga) bufan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3),
Bupati atas pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan
pembetulan, pengnrangan kefetapan, penghapusan atan pengurangan sanksi administrasi
dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BABR XII
PENGAWASAN
Pasal 26

Pengawa:.an pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditakukan ofeh Bupah atay pejabat yang
dihunjuk.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 27
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini
diancam dengan Pidana kurungan paling lama § (enam) bulan atau denda sebanyak 4
(empat) kali jumlah refribusi yang terutang.
(2) Tindak pidana sebagaimana dim aksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 28 -
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabuvpaten diberi

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bxdang
retribusi daerah sebagaimana dimaksnd pada Hukum Acara Pidana yang berlaku.
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(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap;

b. Mencari, meneliti dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebeniran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana
retribusi daerah;

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan ™
dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan
tindak pidana dibidang retribusi daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan
dokum en-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bokti tersebut;

f Meminta bantnan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang retribusi daerah;

g. Menyuruh berhenti dan/atau, melatang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atan
dokumen yang dibawa sebagammana dimaksud pada huruf “e”

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana etribusi daerah;

i I\iken}anggﬂ orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau
sakst;

j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang refribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;,

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan
dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut vmum melalui Penyidikan Pejabat
Polisi Republik Indonesia sesuai dengan Kketentuan yang diatur dalam undang-undang
Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Semua Izin Gangguan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini masih
tetap berlaku sampai batas waktu yang ditentukan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Toba Samosir Nomor 36 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlakn lagi.
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Pasal 31
Peraturan Daerah ini mulai berlakn pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahninya, mem erintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 30 Desember 2005

BUPATI TOBA SAMOSIR
Cap/dto
MONANG SITORUS

Dinndangkan di Balige
pada tanggal 30 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TOBA SAMOSIR

LIBERTY PASARIAU, SH. MSi
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010081442,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN 2005 NOMOR 9 SERI ¢ NOMOR I
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